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Kemajuan teknologi informasi dan komunikas telah merubah sebagian besar proses kerja di sektor swasta.
Dewasa ini kemajuan teknologi mulai melanda sektor publik yang dinilai 1ebih konservatif dibandingkan
dengan sektor swasta melalui inisiatif penerapan e-government. Upaya penerapan e-government melalui
berbagai inisiatif bertujuan memberikan pelayanan yang lebih baik, kepada masyarakat. Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam upayanya menerapkan e-government telah memanfaatkan kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk berbagai inisiatif. Salah satu bentuk inisiatifnya yakni
perpustakaan kekayaan intelektual digital atau Intellectual Property Digital Library (IPDL) yaitu sebuah
basis data digital yang beris semua kekayaan intelektual yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual. IPDL adalah bentuk aplikasi dari sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk
penyebaran informasi kekayaan intelektual. Pemanfaatan IPDL untuk kalangan internal bertujuan untuk
menggantikan proses pemeriksaan manual. Dengan penggunaan IPDL ini diharapkan mempercepat dan
mempermudah pel aksanaan pekerjaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa di Direktorat Jenderal
HKI. Penerapan IPDL merupakan salah satu bentuk upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
dalam rangka penerapan e-government oleh Direktorat Jenderal HKI. Penerapan ini dipengaruhi oleh
berbagai faktor yaitu sumber daya manusia, teknologi, proses dan organisasional yang menentukan sejauh
mana perkembangan penerapan e-government di Direktorat Jenderal HKI. Penelitian ini berfokus untuk
mengetahui bagai mana penerapan e-government atas penerapan IPDL di Direktorat Jenderal HKI dan
faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan pendekatan positivism dan menganalisanya
secara deskriptif berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh melalui kuesioner dan data kualitatif melalui
wawancara terhadap berbagai pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor terkait
dengan penerapan e-government yang ada di Direktorat Jenderal HKI relatif memadai dan menunjang
keberhasilan penerapan e-government yang ditandai dengan infrastruktur teknologi yang cukup baik dan
komitmen yang besar dari pimpinan yang tercermin dari penetapan strategi dan anggaran. Akan tetapi modal
dasar ini tidak ditunjang dengan proses yang memadal yang tercermin dari ketidakpuasan pengguna atas
inisiatif penerapan e- government tersebut terutama dalam hal operasionalisasi. Berdasarkan penelitian
tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa langkah-langkah evaluasi berkala atas inisiatif penerapan e-
government harus dilakukan untuk memantau pel aksanaan penerapan inisiatif e-government.

...... The advancement of information technology has changed business process of private sector aswell as
reduced cost and simplified process. Nowadays, information technology has also been utilized in
conservative public sector through e-government initiatives. E-government initiatives aim to modemize the
public sector by using information technology to provide better Service. In its effort to implement e-
government, Directorate General of Intellectual Property Rights (DGIPR) has utilized information and
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technology in severa initiatives such as the establishment of Intellectual Property Digital Library (IPDL)
launched on February 701, 2007. 1PDL contains database of registered intellectual property. Using
application of technology information and communication, IPDL is proposed to disseminate intellectual
property information for extemal users. Examiners of DGIPR which are the internal users of IPDL are
expected to change their manual work procedures to obtain faster and simpler results. Thisinitiative of e-
government by DGIPR entails the accommodation of several factors which are human resources,
technology, process, institutional and organizational factors to define the implementation of e-government in
DGIPR. Thisresearch focused on identifying the extent of the implementation of e-government in DGIPR
and the influencing factors by using positivism approach. Descriptive analysis is conducted based on
guantitative data of questionnaire and qualitative data from in depth interview. Results of the study show
that the implementation of e-government in DGIPR is considered to be in Interactive Presence stage of UN.
Concurrently, factors supporting the implementation of e- government has relatively accommodated by
DGIPR which signified by sufficient technology infrastructure and strong commitment of strategy.
However, these fundamental factors have not thoroughly supported with sufficient operational process. It is
reflected from the dissatisfaetion response of users. It can be concluded that periodic evaluation of the
initiative needs to be performed in order to ensure the successful implementation of e-government.



